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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 122 TAHUN

2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka dipandang
perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);,

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini

adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor
3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI
Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI
Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
(LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PERPRES Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PERPRES Nomor 55 Tahun
2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025; PERMENPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi
Pemerintah (BNRI Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan
PERMENPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN-RB RI
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah (BNRI Tahun 2019 Nomor 671);
PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024 (BNRI Tahun 2020 Nomor 441); PERMENPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (BNRI Tahun 2020 Nomor 442);
PERMENPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah; PKPU Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021



Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan K0misi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

122 Tahun 2022 diatur tentang :

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tercantum
pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Mei 2022;
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

melakanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas masing-masing tim.
- Lampiran 5 halaman.


